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ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

 

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  

 

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992   

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006  

Nomor 8); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2010  Nomor 6); 



- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 

2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga 

Nomor 3); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2011  Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);  

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2012  Nomor 1); 

 

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  

 

1. BAB I KETENTUAN UMUM, terdiri dari 3 (tiga) pasal  

Pasal 1 Ketentuan umum, Pasal 2 maksud dan Tujuan 

Perda Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, dalam Pasal 3 memuat Ruang lingkup 

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.  

2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH terdiri 

dari 3 (tiga) pasal, dalam pasal 4 memuat mengenai Prinsip 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 5 memuat cara 

pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 6 

memuat Dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

3. BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam BAB III ini terdiri dari 27 Pasal  

Bagian Kesatu RPJPD, Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, 

Bagian Kedua RPJMD Pasal 13 sampai dengan pasal 18. 



Bagian Ketiga RKPD Pasal 19 samapi dengan Pasal 27. 

Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah Pasal 28 

sampai dengan Pasal 30. 

Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah Pasal 31 sampai 

dengan Pasal 33 . 

4. BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA  

PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam BAB IV terdiri dari 3 Pasal, Pasal 34 sampai dengan 

Pasal 36. 

5. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Dalam BAB V terdiri dari 4 Pasal, Pasal 37 sampai dengan 

Pasal 40. 

6. BAB VI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH terdiri dari 1 

pasal, Pasal 41  

7. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT  terdiri dari 1(satu) 

pasal, Pasal 42  

8. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari 3 (tiga) pasal, 

pasal 43 samapi dengan pasal 45. 

9. BAB IX PERALIHAN terdiri dari 2 (dua) pasal, pasal 46 dan 

pasal47 . 

10. BAB  XV KETENTUAN PENUTUP terdiri dari tiga pasal, 

 pasal 48 samapai dengan 50. 

CATATAN   -    Perda ini berlaku mulai tanggal 6 September  2017 

- Perda ini diundangkan pada tanggal 6 September  2017  

- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 

6, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (6/2017)  

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 



 

 


